
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial   

Volume 4, Issue 1, August 2026, p 716-729   

E-ISSN: 3025-6704     

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21641272 

 

 

Email : aqshafatihaa@gmail.com1, faizahmutmainnah0@gmail.com2, farhanergi30@gmail.com3, 

khusnulitaramadhani@gmail.com4 ,  yuliahanoselina@fis.unp.ac.id5, yuliarti@fis.unp.ac.id6 

Etika penggunaan AI dalam Pelayanan publik Dari perspektif Administrasi 
Negara 

 
Aqsha Fatiha Juwita1, Faizah Mutmainnah2, Farhan Ergi Aldino3, Khusnulita Fatma 

Rhamadhani4, Yulia Hanoselina5, Yuliarti6 
1-6Universitas Negeri Padang 

   
A B S T R A K 
Perkembangan teknologi digital membuat penggunaan Artificial 
Intelligence (AI) semakin diterapkan di berbagai bidang pemerintahan, 
agar pelayanan publik lebih efektif dan hemat waktu. Penggunaan 
teknologi AI dalam layanan publik bisa memberi banyak manfaat, 
seperti mempercepat proses layanan, meningkatkan ketepatan dalam 
mengambil keputusan, serta memudahkan masyarakat dalam 
mengakses layanan tersebut. Namun, penggunaan AI juga 
menghadirkan berbagai masalah etika, seperti kecenderungan bias 
dalam algoritma, kurangnya kejelasan dalam sistem, perlindungan 
informasi pribadi, serta tanggung jawab atas keputusan yang dihasilkan 
oleh teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana etika 
dalam menggunakan AI dalam pelayanan publik dari sudut pandang 
Administrasi Negara, serta menemukan tantangan dan langkah-langkah 
yang dibutuhkan untuk menciptakan pengelolaan AI yang sesuai 
dengan etika. Penelitian ini berdasarkan pada teori Good Governance 
(tata kelola pemerintahan yang baik), yang merangkum nilai-nilai etika 
pemerintahan dan akuntabilitas publik ke dalam satu kerangka teori 
yang saling berkaitan sebagai dasar untuk menganalisisnya. Metode 

yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian berupa studi kepustakaan. 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari informasi dari berbagai dokumen, seperti buku, jurnal, 
peraturan hukum, laporan pemerintah, dan berkas kebijakan yang terkait dengan kecerdasan buatan dan 
layanan publik. Data tersebut dianalisis secara deskriptif dengan melalui tahaptahap reduksi, penyajian, 
dan penarikan kesimpulan. Penelitian menunjukkan bahwa AI memiliki kemampuan besar untuk 
meningkatkan kualitas layanan publik dengan cara mengotomatisasi pelayanan, memproses data dengan 
lebih cepat, dan membuat pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.  
A B S T R A C T 
Advances in digital technology have led to the increasing adoption of Artificial Intelligence (AI) across various 
areas of government, with the aim of making public services more effective and time-efficient. The use of AI 
technology in public services can provide many benefits, such as speeding up service processes, improving 
decision-making accuracy, and making it easier for the public to access these services. However, the use of AI 
also presents various ethical issues, such as the tendency for bias in algorithms, a lack of transparency in the 
system, the protection of personal information, and accountability for decisions generated by the technology. 
This study aims to examine the ethical considerations of using AI in public services from the perspective of 
Public Administration, as well as to identify the challenges and steps needed to establish an AI management 
framework that aligns with ethical principles. The study is grounded in the theory of Good Governance, which 
integrates the principles of public ethics and public accountability into a single, coherent theoretical 
foundation for its analysis. The method used is a qualitative approach in the form of a literature review. Data 
collection was conducted by gathering information from various documents, such as books, journals, legal 
regulations, government reports, and policy documents related to artificial intelligence and public services. 
The data were analyzed descriptively through the stages of reduction, presentation, and drawing conclusions. 
Research shows that AI has great potential to improve the quality of public services by automating services, 
processing data more quickly, and making the government more responsive to the needs of the public. 
 

PENDAHULUAN     

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah berbagai aspek 

kehidupan manusia secara besar-besaran, tidak hanya di sektor ekonomi dan usaha, tetapi juga 
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dalam cara pemerintah menjalankan tugas administrasinya dan memberikan layanan kepada 

masyarakat. Di masa kini yang semakin canggih, pemerintah dituntut mampu menyesuaikan diri 

dengan kemajuan teknologi agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, lebih cepat, lebih 

jujur, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tuntutan ini muncul karena 

masyarakat masa kini menginginkan layanan yang cepat, mudah dijangkau, tepat sasaran, dan 

mampu memenuhi kebutuhan mereka secara memadai. Oleh karena itu, transformasi digital 

menjadi salah satu agenda penting dalam mengubah wajah birokrasi dan memperbaiki kualitas 

pelayanan publik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perubahan ini pada gilirannya juga 

menuntut penyesuaian pada aspek regulasi, kelembagaan, dan sumber daya manusia aparatur 

agar mampu mengimbangi kecepatan perkembangan teknologi tersebut.    

Transformasi digital di sektor pemerintahan merupakan proses pemanfaatan teknologi 

digital untuk memperbaiki kualitas pengelolaan pemerintahan sekaligus layanan yang diberikan 

kepada masyarakat. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) 

menjelaskan bahwa digitalisasi pemerintahan bertujuan menjadikan layanan publik lebih 

terpadu, lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan kemampuan 

pemerintah dalam mengambil keputusan secara lebih efektif dengan memanfaatkan data dan 

teknologi digital (OECD, 2022). Dalam konteks ini, pemerintah tidak lagi hanya bertugas 

memberikan layanan, tetapi juga mengelola informasi dengan memanfaatkan teknologi agar 

kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran. Salah satu teknologi yang kini menjadi fokus utama 

dalam mengubah wajah pemerintahan menjadi lebih modern adalah Artificial Intelligence (AI) 

atau kecerdasan buatan. Kehadiran teknologi ini membawa harapan baru bagi terciptanya 

birokrasi yang lebih efisien, berbasis data, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.    

Artificial Intelligence (AI) adalah teknologi yang memungkinkan sistem komputer 

melakukan berbagai pekerjaan yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti belajar 

dari pengalaman, mengenali pola, memahami bahasa, menganalisis data, serta membuat 

keputusan. Menurut UNESCO (2021), AI merupakan salah satu inovasi teknologi terpenting di 

abad ke-21 karena memiliki kemampuan besar untuk mendorong perkembangan sosial, ekonomi, 

dan pemerintahan yang lebih baik. Kemampuan AI dalam memproses data dalam jumlah besar 

dengan cepat dan tepat menjadikannya alat yang sangat bermanfaat untuk membantu berbagai 

tugas pemerintahan. Oleh karena itu, banyak negara mulai memasukkan AI ke dalam berbagai 

bidang pemerintahan sebagai bagian dari rencana pembangunan digital dan upaya peningkatan 

kualitas layanan kepada masyarakat. Tren global ini juga mendorong lembaga-lembaga 

internasional untuk menyusun berbagai pedoman etika penggunaan AI agar penerapannya tidak 

menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan.    

Di Indonesia, pemanfaatan AI dalam pelayanan publik semakin berkembang dan 

digunakan dalam berbagai bentuk layanan, seperti chatbot untuk melayani masyarakat, sistem 

pengaduan digital, pelayanan administrasi kependudukan, analisis data kependudukan, 

pengelolaan lalu lintas, pelayanan kesehatan, hingga sistem pendukung pengambilan keputusan 

kebijakan publik. Perkembangan ini sejalan dengan program transformasi digital nasional, di 

mana pemerintah menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk 

mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai layanan pemerintahan. Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) menyatakan bahwa 

penggunaan teknologi AI dan big data memainkan peran penting dalam mempercepat proses 

transformasi digital pemerintah serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. AI 

diharapkan mampu membantu pemerintah mengelola data secara lebih efisien, memperkuat 

kinerja birokrasi, serta mendorong pengambilan keputusan yang lebih berbasis bukti. Teknologi 

ini juga dinilai dapat mengurangi beban kerja aparatur pada tugas-tugas yang bersifat rutin dan 

https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20230904461231000
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repetitif, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih cepat dan hemat sumber 

daya.    

Meskipun AI memberikan banyak keuntungan, penggunaannya dalam pelayanan publik 

juga menghadirkan berbagai persoalan etika yang semakin kompleks, termasuk isu akuntabilitas. 

Salah satu prinsip etika yang sangat penting dalam pemanfaatan AI adalah kemampuan 

menghasilkan keputusan yang adil, sebab sistem AI bekerja dengan menggunakan data yang 

dipakai dalam proses pelatihan algoritma. Barocas dan Selbst (2016) menyebutkan bahwa 

algoritma dapat menciptakan diskriminasi secara tidak langsung karena mewarisi pola-pola 

ketidakadilan yang telah ada dalam data sebelumnya, sehingga sebagian masyarakat berpotensi 

memperoleh akses layanan yang berbeda dibandingkan kelompok lainnya. Berbeda dengan 

sektor swasta yang berorientasi pada keuntungan, layanan publik harus didasarkan pada prinsip 

keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak warga negara. Selain keadilan, prinsip 

transparansi dan perlindungan data pribadi juga menjadi perhatian penting, sebab banyak sistem 

AI modern bekerja dengan cara yang rumit sehingga sulit dipahami oleh pengguna maupun 

pengambil keputusan, fenomena yang sering disebut sebagai black box. Di sisi lain, AI 

membutuhkan data dalam jumlah besar untuk menghasilkan prediksi yang akurat, sementara 

data yang digunakan dalam pelayanan publik biasanya berupa informasi pribadi yang sensitif 

seperti data kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, 

sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan 

Data Pribadi yang menekankan pentingnya melindungi hak-hak seseorang dalam pengelolaan 

data. Tantangan ini juga terkait erat dengan pertanyaan mengenai pihak yang harus bertanggung 

jawab ketika sistem AI menghasilkan keputusan yang merugikan masyarakat, apakah 

pengembang sistem, operator teknologi, atau instansi pemerintah yang menggunakan AI tersebut. 

Ketidakjelasan dalam mekanisme pertanggungjawaban ini dapat menimbulkan masalah hukum 

dan administratif yang berpotensi melemahkan legitimasi pelayanan publik di mata masyarakat, 

sehingga diperlukan sistem pengelolaan yang jelas agar setiap keputusan yang dihasilkan AI tetap 

berada dalam pengawasan manusia dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif 

maupun hukum. i i i 

Dari perspektif Administrasi Negara, penggunaan AI tidak dapat dipisahkan dari 

prinsipprinsip good governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, 

partisipasi, responsivitas, dan keadilan. Administrasi Negara memandang bahwa teknologi harus 

digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan 

masyarakat, bukan semata-mata untuk meningkatkan efisiensi birokrasi belaka, sehingga 

implementasi AI harus ditempatkan dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang menjunjung 

tinggi nilai-nilai etika publik, di mana pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan 

bahwa penggunaan AI tidak mengurangi hak-hak masyarakat, tidak menciptakan diskriminasi 

baru, serta tetap memberikan ruang bagi partisipasi dan pengawasan publik. Pendekatan ini 

menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi pelayanan publik tidak semata diukur dari 

kecanggihan teknologinya, melainkan dari sejauh mana teknologi tersebut mampu menghadirkan 

keadilan dan kepercayaan publik. Dalam konteks Indonesia, perspektif ini juga tidak dapat 

dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan: sila kedua, 

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat 

manusia dalam setiap kebijakan dan inovasi teknologi, sementara sila kelima, Keadilan Sosial bagi 

Seluruh Rakyat Indonesia, mengharuskan pemanfaatan teknologi dilakukan secara inklusif dan 

memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, penggunaan AI 

dalam pelayanan publik tidak boleh hanya berorientasi pada efisiensi dan inovasi, tetapi juga 

harus memperhatikan aspek kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial, yang menjadi 
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filter etis bagi setiap kebijakan digitalisasi agar tetap sejalan dengan karakter dan jati diri bangsa 

Indonesia.    

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perkembangan AI membawa peluang 

besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui berbagai inovasi digital yang lebih 

cepat, efektif, dan efisien, namun penerapannya juga menghadirkan berbagai persoalan etika yang 

berkaitan dengan keadilan, transparansi, akuntabilitas, perlindungan data pribadi, dan tanggung 

jawab pemerintah. Oleh karena itu, penelitian mengenai “Etika Penggunaan AI dalam Pelayanan 

Publik dari Perspektif Administrasi Negara” menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini 

bertujuan menganalisis peran AI dalam pelayanan publik, memahami prinsip-prinsip etika yang 

harus diterapkan dalam penggunaan AI, mengidentifikasi berbagai tantangan etika dalam 

implementasinya, serta menjelaskan bagaimana perspektif Administrasi Negara dapat menjadi 

landasan dalam mewujudkan tata kelola AI yang transparan, akuntabel, adil, dan berorientasi 

pada kepentingan masyarakat.    

    

TINJAUAN PUSTAKA     

Etika Pemerintahan dan Etika Teknologi     

Etika pemerintahan merupakan seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang menjadi 

pedoman bagi aparatur negara dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Kumorotomo (2014), etika administrasi negara 

berkaitan dengan standar moral yang digunakan untuk menilai perilaku dan tindakan aparatur 

pemerintah dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat. Etika pemerintahan menjadi 

landasan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, 

akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dalam perkembangan administrasi publik 

modern, etika tidak hanya berkaitan dengan perilaku aparatur negara, tetapi juga mencakup 

penggunaan teknologi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, sehingga setiap inovasi 

teknologi yang diterapkan pemerintah harus tetap berlandaskan pada prinsip keadilan, 

transparansi, tanggung jawab, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat.     

Secara lebih spesifik, etika teknologi berkembang sebagai cabang kajian yang menyoroti 

relasi antara inovasi teknologi dengan nilai-nilai kemanusiaan yang harus tetap dijaga. Jobin, 

Ienca, dan Vayena (2019) dalam kajiannya terhadap berbagai pedoman etika AI di dunia 

menemukan bahwa terdapat sejumlah prinsip yang secara konsisten muncul secara global, yaitu 

transparansi, keadilan, tanggung jawab, non-maleficence, dan perlindungan privasi. Temuan ini 

menegaskan bahwa meskipun konteks kelembagaan setiap negara berbeda, kekhawatiran etis 

terhadap teknologi kecerdasan buatan bersifat universal. Penerapan prinsip-prinsip tersebut 

menjadi semakin penting seiring berkembangnya penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam 

pelayanan publik, karena keputusan yang dihasilkan sistem otomatis berpotensi memengaruhi 

kehidupan warga negara secara langsung dan luas.     

Konsep Artificial Intelligence (AI)     

Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan merupakan teknologi yang dirancang 

untuk meniru kemampuan intelektual manusia dalam melakukan berbagai aktivitas, seperti 

belajar, menganalisis data, mengenali pola, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. 

Russell dan Norvig (2021) menjelaskan bahwa AI merupakan cabang ilmu komputer yang 

berfokus pada pengembangan sistem yang mampu melakukan tugastugas yang umumnya 

membutuhkan kecerdasan manusia. Kemajuan teknologi AI telah membawa perubahan besar 

dalam berbagai sektor, termasuk sektor pemerintahan dan pelayanan publik, karena 

kemampuannya dalam mengolah data dalam jumlah besar secara cepat dan akurat 

memungkinkan pemerintah meningkatkan efektivitas kerja birokrasi, mempercepat proses 

https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20230904461231000
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pelayanan, serta menghasilkan kebijakan yang lebih berbasis data. Berbagai bentuk penerapan AI 

dalam pelayanan publik dapat ditemukan melalui penggunaan chatbot pelayanan masyarakat, 

sistem pengaduan digital, pelayanan administrasi kependudukan, sistem analisis data, hingga 

sistem pendukung pengambilan keputusan, sehingga kehadiran AI memberikan peluang besar 

bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik meskipun di sisi lain juga 

menimbulkan berbagai persoalan etika yang memerlukan perhatian serius.     

Konsep Pelayanan Publik     

Pelayanan publik merupakan segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas barang, jasa, dan pelayanan administratif sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurut Sinambela (2016), pelayanan publik 

merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara 

efektif, efisien, transparan, dan berkeadilan. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, 

pelayanan publik mengalami transformasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk meningkatkan kualitas layanan, dan penggunaan AI menjadi salah satu bentuk 

inovasi yang bertujuan meningkatkan kecepatan pelayanan, efisiensi birokrasi, akurasi 

pengolahan data, serta kemudahan akses masyarakat terhadap layanan pemerintah. Namun 

demikian, implementasi AI dalam pelayanan publik harus tetap menjamin prinsipprinsip 

pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, seperti kesetaraan, keadilan, 

transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hakhak warga negara.     

Teori Good Governance sebagai Landasan Analisis     

Untuk menganalisis etika penggunaan AI dalam pelayanan publik, penelitian ini 

menggunakan Teori Good Governance sebagai landasan analisis. Good Governance merupakan 

konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan penyelenggaraan pemerintahan secara 

transparan, akuntabel, efektif, efisien, partisipatif, responsif, dan berkeadilan. Menurut United 

Nations Development Programme (UNDP, 1997), prinsipprinsip utama good governance meliputi 

partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, orientasi pada konsensus, kesetaraan, 

efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis. Teori ini relevan digunakan karena 

mampu menjelaskan hubungan antara penggunaan AI dengan prinsip-prinsip tata kelola 

pemerintahan yang baik, di mana peran AI dalam pelayanan publik dapat dianalisis dari aspek 

efektivitas dan efisiensi pelayanan, sementara prinsip transparansi digunakan untuk menilai 

keterbukaan sistem AI dalam menghasilkan keputusan.  Selain itu, prinsip akuntabilitas 

digunakan untuk mengkaji tanggung jawab pemerintah terhadap penggunaan AI, sedangkan 

prinsip keadilan digunakan untuk menilai potensi bias dan diskriminasi yang mungkin muncul 

dalam algoritma AI. Dengan demikian, teori Good Governance memberikan kerangka analisis yang 

komprehensif untuk memahami bagaimana AI dapat dimanfaatkan dalam pelayanan publik tanpa 

mengabaikan nilai-nilai etika, hak-hak masyarakat, dan tujuan utama penyelenggaraan 

pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan publik. Kerangka ini juga memudahkan 

peneliti untuk memetakan temuantemuan literatur ke dalam dimensi-dimensi tata kelola yang 

lebih terstruktur pada bagian hasil dan pembahasan. i i i  

Kerangka iRegulasi idan iKebijakan iAI idi iIndonesia i i i i 

Perkembangan ipemanfaatan iAI idalam ipelayanan ipublik idi iIndonesia iturut idiiringi 

ioleh iupaya ipemerintah idalam imenyusun ikerangka iregulasi iyang irelevan. iKementerian 

iKomunikasi idan iInformatika imelalui iSurat iEdaran iMenteri iKomunikasi idan iInformatika 

iNomor i9 iTahun i2023 itentang iEtika iKecerdasan iArtifisial imemberikan ipanduan iumum 
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imengenai inilai-nilai ietis iyang iperlu idiperhatikan idalam ipengembangan idan ipemanfaatan 

iAI, itermasuk iaspek iinklusivitas, ikemanusiaan, ikeamanan, iaksesibilitas, itransparansi, 

iserta iperlindungan idata ipribadi. iKehadiran iregulasi iini imenjadi ilangkah iawal iyang 

ipenting imeskipun isifatnya imasih iberupa iimbauan idan ibelum imengikat isecara ihukum 

isecara ipenuh. iSelain iitu, ikebijakan iSistem iPemerintahan iBerbasis iElektronik i(SPBE) 

iturut imenjadi ipayung istrategis iyang imengarahkan iintegrasi iteknologi idigital, itermasuk 

iAI, ike idalam itata ikelola ipemerintahan inasional. iKeberadaan ikerangka iregulasi iini 

imenunjukkan ibahwa ipemerintah iIndonesia itelah imenyadari ipentingnya iaspek ietika 

idalam ipemanfaatan iAI, imeskipun iimplementasinya idi ilapangan imasih imemerlukan 

ipenguatan ilebih ilanjut iagar iprinsip-prinsip ietika ibenar-benar iterwujud idalam ipraktik 

ipenyelenggaraan ipelayanan ipublik isehari-hari. i i i i 

 i i i i 

METODE iPENELITIAN i i i i 

Penelitian iini imenggunakan ipendekatan ikualitatif idengan imetode istudi 

ikepustakaan i(library iresearch). iPendekatan ikualitatif idipilih ikarena ipenelitian iini 

ibertujuan iuntuk imemahami, imenganalisis, idan imenginterpretasikan iberbagai ikonsep 

iserta ifenomena iyang iberkaitan idengan ietika ipenggunaan iArtificial iIntelligence i(AI) 

idalam ipelayanan ipublik idari iperspektif iAdministrasi iNegara. iFokus ipenelitian idiarahkan 

ipada iperan iAI idalam ipelayanan ipublik, iprinsip-prinsip ietika ipenggunaan iAI, itantangan 

ietika idalam iimplementasi iAI, iserta iperspektif iAdministrasi iNegara iterhadap ipenggunaan 

iAI idalam ipenyelenggaraan ipelayanan ipublik. iPendekatan iini idipandang itepat ikarena 

ipersoalan ietika ibersifat ikonseptual idan ikontekstual, isehingga imemerlukan ipenelusuran 

imendalam iterhadap iberbagai isumber iliteratur idan ikerangka iteori iyang irelevan. iData 

iyang idigunakan idalam ipenelitian iini imerupakan idata isekunder iyang idiperoleh idari 

iberbagai isumber ikepustakaan, iseperti ibuku, ijurnal iilmiah, iartikel ipenelitian, idokumen 

ikebijakan ipemerintah, iperaturan iperundang-undangan, iserta ilaporan ilembaga inasional 

idan iinternasional iyang irelevan idengan itopik ipenelitian. iSumber-sumber itersebut 

idigunakan iuntuk imemperoleh ipemahaman iyang ikomprehensif imengenai iperkembangan 

iAI, ietika ipemerintahan, ipelayanan ipublik, idan itata ikelola ipemerintahan iyang ibaik i(good 

igovernance). iPemilihan isumber idilakukan isecara iselektif idengan imengutamakan iliteratur 

iyang imemiliki irelevansi itinggi idan iditerbitkan ioleh ilembaga iatau ipenulis iyang ikredibel 

idi ibidangnya. i i i i 

Teknik ipengumpulan idata idilakukan imelalui istudi idokumentasi idengan imenelaah 

iberbagai iliteratur iyang iberkaitan idengan itema ipenelitian. iData iyang itelah iterkumpul 

ikemudian idianalisis imenggunakan iteknik ianalisis ideskriptif ikualitatif imelalui itahapan 

ireduksi idata, ipenyajian idata, idan ipenarikan ikesimpulan. iAnalisis idilakukan idengan 

imengaitkan iberbagai itemuan iliteratur idengan iteori iGood iGovernance isebagai ipisau 

ianalisis iuntuk imengkaji iaspek itransparansi, iakuntabilitas, ikeadilan, iefektivitas, idan 

iefisiensi idalam ipenggunaan iAI ipada ipelayanan ipublik. iMelalui imetode iini, ipenelitian 

idiharapkan imampu imemberikan igambaran iyang imendalam imengenai ietika ipenggunaan 

iAI idalam ipelayanan ipublik iserta iimplikasinya iterhadap ipenyelenggaraan iadministrasi 

inegara iyang iberorientasi ipada ikepentingan imasyarakat. i i i i 

 i i i i 

HASIL iDAN iPEMBAHASAN i i i 

Peran iAI idalam iPelayanan iPublik i i i i 

Perkembangan iteknologi idigital itelah imendorong ipemerintah idi iberbagai inegara 

iuntuk imelakukan itransformasi idalam ipenyelenggaraan ipelayanan ipublik. iSalah isatu 
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iteknologi iyang iberkembang ipesat idan ibanyak idigunakan isaat iini iadalah iArtificial 

iIntelligence i(AI) iatau ikecerdasan ibuatan. iMenurut iRussell idan iNorvig i(2021), iAI 

imerupakan isistem ikomputer iyang idirancang iuntuk imelakukan itugas-tugas iyang 

ibiasanya imembutuhkan ikecerdasan imanusia, iseperti ipembelajaran, ipenalaran, 

ipengambilan ikeputusan, idan ipemecahan imasalah. iDalam ikonteks ipemerintahan, iAI 

imenjadi ibagian ipenting idari itransformasi idigital ikarena imampu imembantu ipemerintah 

imeningkatkan ikualitas ilayanan ikepada imasyarakat imelalui ipemanfaatan idata idan 

iotomatisasi iproses ikerja. iKehadiran iAI imemungkinkan ipemerintah imenjalankan 

ipelayanan iyang ilebih icepat, iakurat, idan iresponsif iterhadap ikebutuhan imasyarakat iyang 

iterus iberkembang. i i i i 

Penggunaan iAI idalam ipelayanan ipublik isemakin ipenting ikarena ipemerintah 

imenghadapi itantangan iberupa imeningkatnya ijumlah ipenduduk, ikompleksitas ikebutuhan 

imasyarakat, iserta ituntutan iterhadap ipelayanan iyang ilebih iefektif idan iefisien. iOECD 

i(2019) imenjelaskan ibahwa iAI idapat imeningkatkan ikapasitas ipemerintah idalam 

imengelola iinformasi, imemproses idata, idan imemberikan ilayanan isecara ilebih icepat 

idibandingkan isistem ikonvensional. iMelalui ikemampuan ianalisis idata iyang itinggi, iAI 

imembantu ipemerintah imengidentifikasi ikebutuhan imasyarakat, imemprediksi 

ipermasalahan iyang imungkin imuncul, iserta imenyusun ikebijakan iyang ilebih itepat 

isasaran. iDengan idemikian, iAI itidak ihanya iberfungsi isebagai ialat ipendukung 

iadministrasi, itetapi ijuga isebagai iinstrumen istrategis idalam iproses ipengambilan 

ikeputusan ipublik iyang iberbasis ibukti idan idata. i i i i 

Dalam ipraktiknya, iAI itelah idigunakan idalam iberbagai ibidang ipelayanan ipublik. 

iSalah isatu icontoh iyang ipaling iumum iadalah ipenggunaan ichatbot iatau iasisten ivirtual 

iyang imampu imemberikan iinformasi ikepada imasyarakat iselama idua ipuluh iempat ijam 

itanpa ihenti. iPenggunaan ichatbot iberbasis iAI idinilai idapat imeningkatkan iaksesibilitas 

ilayanan ipublik ikarena imasyarakat idapat imemperoleh iinformasi isecara icepat itanpa 

iharus idatang ilangsung ike ikantor ipemerintah. iSelain iitu, iAI ijuga idigunakan idalam 

isistem iadministrasi ikependudukan, ipengelolaan ipengaduan imasyarakat, ipelayanan 

ikesehatan, iperpajakan, iserta isistem iperizinan ielektronik. iKemampuan iAI idalam 

imengotomatisasi ipekerjaan iyang ibersifat irutin imembantu imengurangi ibeban ikerja 

iaparatur ipemerintah isehingga imereka idapat ilebih ifokus ipada itugastugas iyang 

imemerlukan ipertimbangan idan iinteraksi imanusia isecara ilangsung. i i 

Pemanfaatan iAI ijuga imemberikan idampak ipositif iterhadap iefektivitas idan 

iefisiensi ipelayanan ipublik. iMenurut iUnited iNations i(2022), iteknologi iAI imemungkinkan 

ipemerintah imemproses idata idalam ijumlah ibesar idengan itingkat iakurasi iyang itinggi 

isehingga idapat imengurangi ikesalahan iadministratif idan imempercepat ipenyelesaian 

ilayanan. iDalam ipelayanan ipublik, ikecepatan idan iketepatan imerupakan ifaktor ipenting 

iyang imenentukan itingkat ikepuasan imasyarakat, isehingga iAI iberkontribusi idalam 

imeningkatkan ikualitas ilayanan imelalui ipenyederhanaan iprosedur, ipengurangan iwaktu 

itunggu, iserta ipeningkatan ikemampuan ipemerintah idalam imerespons ikebutuhan 

imasyarakat isecara ireal-time. iManfaat iini ipada iakhirnya iturut imendorong imeningkatnya 

itingkat ikepercayaan imasyarakat iterhadap ikapasitas ipemerintah idalam imengelola 

ilayanan ipublik isecara imodern. i i i i 

Namun, idari iperspektif iAdministrasi iNegara, ikeberhasilan ipenggunaan iAI itidak 

ihanya idiukur idari iaspek iefisiensi idan iefektivitas ipelayanan. iMoore i(1995) imelalui 

ikonsep ipublic ivalue imenegaskan ibahwa isetiap iinovasi iyang idilakukan ipemerintah iharus 

imampu imenciptakan inilai ipublik idan imemberikan imanfaat inyata ibagi imasyarakat. 
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iDengan idemikian, ipenggunaan iAI iharus idiarahkan iuntuk imeningkatkan ikesejahteraan 

imasyarakat, imemperluas iakses ilayanan, iserta imemperkuat ikepercayaan ipublik iterhadap 

ipemerintah. iAI itidak iboleh ihanya idigunakan iuntuk imencapai itarget ikinerja ibirokrasi, 

itetapi iharus imampu imenciptakan ipelayanan iyang ilebih iinklusif, iadil, idan iberorientasi 

ipada ikebutuhan imasyarakat isecara imenyeluruh. i i i i 

Dalam iperspektif iteori iGood iGovernance, ipenggunaan iAI ijuga iharus imendukung 

iprinsipprinsip itata ikelola ipemerintahan iyang ibaik, iseperti iefektivitas, iefisiensi, 

itransparansi, iakuntabilitas, idan iresponsivitas i(UNDP, i1997). iAI idapat imeningkatkan 

iefektivitas imelalui ipercepatan iproses ipelayanan, imeningkatkan iefisiensi imelalui 

ipengurangan ibiaya ioperasional, iserta imeningkatkan iresponsivitas imelalui ikemampuan 

imemberikan ilayanan isecara icepat idan iberkelanjutan. iNamun, imanfaat itersebut ihanya 

idapat itercapai iapabila iimplementasi iAI idilakukan isecara itepat idan idisertai idengan 

ipengawasan iyang imemadai. iBerdasarkan iuraian itersebut, idapat idipahami ibahwa iAI 

imemiliki iperan iyang isangat istrategis idalam imendukung itransformasi ipelayanan ipublik, 

imempercepat iproses iadministrasi, idan imendukung ipengambilan ikeputusan iberbasis 

idata, inamun ipemanfaatannya iharus itetap iditempatkan idalam ikerangka inilai-nilai 

iadministrasi ipublik iagar imanfaat iyang idihasilkan idapat idirasakan isecara ioptimal ioleh 

imasyarakat. i i i i 

 i i i i 

Prinsip iEtika iPenggunaan iAI idalam iPelayanan iPublik i i i i 

Pemanfaatan iArtificial iIntelligence i(AI) idalam ipelayanan ipublik itidak ihanya 

ibertujuan iuntuk imeningkatkan iefektivitas idan iefisiensi ipelayanan, itetapi ijuga iharus 

imemperhatikan iaspek ietika idalam ipenggunaannya. iEtika imenjadi ihal iyang ipenting 

ikarena ipelayanan ipublik iberkaitan ilangsung idengan ihak, ikepentingan, idan ikesejahteraan 

imasyarakat. iMenurut iUNESCO i(2021), ietika iAI imerupakan iseperangkat iprinsip idan inilai 

iyang ibertujuan imemastikan ibahwa ipengembangan idan ipenggunaan iAI imenghormati ihak 

iasasi imanusia, imartabat imanusia, ikebebasan, ikeadilan, iserta ikeberagaman. iDalam 

ikonteks ipelayanan ipublik, iprinsip-prinsip ietika idiperlukan iagar iteknologi itidak ihanya 

imemberikan imanfaat, itetapi ijuga imampu imencegah iterjadinya ipenyalahgunaan iyang 

idapat imerugikan imasyarakat isecara iluas. i i i i 

Salah isatu iprinsip iutama idalam ietika iAI iadalah itransparansi i(transparency). 

iFloridi idan iCowls i(2019) imenjelaskan ibahwa itransparansi imengharuskan isistem iAI 

idapat idijelaskan idan idipahami ioleh ipengguna imaupun ipihak iyang iterdampak ioleh 

ikeputusan iyang idihasilkan. iDalam ipelayanan ipublik, itransparansi ipenting ikarena 

imasyarakat imemiliki ihak iuntuk imengetahui ibagaimana isuatu ikeputusan idibuat idan 

ifaktor iapa isaja iyang imenjadi idasar ipengambilan ikeputusan itersebut. iSebagai icontoh, 

iapabila iAI idigunakan idalam ipenentuan ipenerima ibantuan isosial iatau iseleksi ipenerima 

ilayanan itertentu, imaka ipemerintah iharus imampu imenjelaskan imekanisme idan ikriteria 

iyang idigunakan ioleh isistem itersebut. i 

Transparansi iakan imeningkatkan ikepercayaan ipublik iterhadap ipemerintah isekaligus 

imencegah imunculnya ikecurigaan iatau iketidakpuasan imasyarakat iterhadap ihasil 

ikeputusan iyang idihasilkan iAI. i i i i 

Prinsip ikedua iadalah iakuntabilitas i(accountability). iMenurut iOECD i(2019), 

iorganisasi iyang imenggunakan iAI iharus ibertanggung ijawab iterhadap iseluruh iproses idan 

idampak iyang iditimbulkan ioleh iteknologi itersebut. iDalam ipelayanan ipublik, itanggung 

ijawab itidak idapat idialihkan ikepada isistem iatau ialgoritma ikarena ipemerintah itetap 

imenjadi ipenyelenggara ipelayanan iyang ibertanggung ijawab ikepada imasyarakat. iOleh 
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ikarena iitu, imeskipun ikeputusan idibantu ioleh iAI, ipemerintah iharus imemastikan ibahwa 

ikeputusan itersebut idapat idipertanggungjawabkan isecara iadministratif, ihukum, imaupun 

imoral. iAkuntabilitas ijuga imenjadi idasar iuntuk imemastikan ibahwa imasyarakat imemiliki 

imekanisme ipengaduan iatau ikoreksi iapabila iterjadi ikesalahan idalam ipenggunaan iAI idi 

isektor ipelayanan ipublik. i i i i 

Prinsip iberikutnya iadalah ikeadilan i(fairness). iMenurut iBarocas idan iSelbst i(2016), 

isistem iAI iberpotensi imenghasilkan ikeputusan iyang idiskriminatif iapabila idata iyang 

idigunakan imengandung ibias itertentu. iDalam ipelayanan ipublik, ikeadilan imenjadi iprinsip 

iyang isangat ipenting ikarena isetiap iwarga inegara imemiliki ihak iyang isama iuntuk 

imemperoleh ipelayanan iyang iberkualitas. iOleh ikarena iitu, ipemerintah iharus imemastikan 

ibahwa idata idan ialgoritma iyang idigunakan iAI itidak imengandung iunsur idiskriminasi 

iterhadap ikelompok itertentu. iKeadilan idalam ipenggunaan iAI ijuga iberarti ibahwa iseluruh 

imasyarakat iharus imemiliki ikesempatan iyang isama iuntuk imemperoleh imanfaat idari 

iteknologi itanpa iadanya iperlakuan iyang iberbeda iberdasarkan ilatar ibelakang isosial, 

iekonomi, iagama, ijenis ikelamin, imaupun iwilayah igeografis itempat itinggal imereka. i i i i 

Selain iitu, iperlindungan iprivasi idan ikeamanan idata imerupakan iprinsip ietika iyang 

itidak idapat idiabaikan. iAI imembutuhkan idata idalam ijumlah ibesar iuntuk idapat iberfungsi 

isecara ioptimal. iMenurut iUNESCO i(2021), ipengumpulan idan ipenggunaan idata iharus 

idilakukan idengan itetap imenghormati ihak iprivasi iindividu iserta imenjamin ikeamanan 

iinformasi iyang idigunakan. iDalam ipelayanan ipublik, idata iyang idikelola ipemerintah 

isering ikali iberupa idata ipribadi iyang ibersifat isensitif, iseperti idata ikependudukan, 

ikesehatan, ipendidikan, idan ikondisi iekonomi imasyarakat. iOleh ikarena iitu, ipemerintah 

iharus imemastikan ibahwa idata itersebut iterlindungi idari ikebocoran, ipenyalahgunaan, 

imaupun iakses iyang itidak isah, isebab iperlindungan idata imenjadi ifaktor ipenting idalam 

imenjaga ikepercayaan imasyarakat iterhadap ipenggunaan iAI idi isektor ipublik. iPrinsip 

ilainnya iadalah ipengawasan imanusia i(human ioversight). iEuropean iCommission i(2019) 

imenegaskan ibahwa isistem iAI iharus itetap iberada idi ibawah ipengawasan imanusia 

isehingga ikeputusan iyang idihasilkan idapat idievaluasi idan idiperbaiki iapabila idiperlukan. 

iDalam ipelayanan ipublik, iketerlibatan imanusia ipenting ikarena itidak isemua ipersoalan 

idapat idiselesaikan ihanya imelalui ianalisis idata idan ialgoritma, isehingga iAI isebaiknya 

idiposisikan isebagai ialat ibantu iyang imendukung iproses ipelayanan ipublik, ibukan isebagai 

ipengganti iperan iaparatur ipemerintah isecara ikeseluruhan. iBerdasarkan iberbagai iprinsip 

itersebut, idapat idipahami ibahwa ipenggunaan iAI idalam ipelayanan ipublik iharus 

iberlandaskan ipada inilai-nilai ietika iyang ikuat. i iTransparansi, iakuntabilitas, ikeadilan, 

iperlindungan iprivasi, idan ipengawasan imanusia imenjadi isyarat iutama iagar iteknologi 

idapat idigunakan isecara ibertanggung ijawab, isejalan idengan inilai-nilai igood igovernance 

iyang imenekankan ipentingnya ipenyelenggaraan ipemerintahan iyang itransparan, 

iakuntabel, idan iberorientasi ipada ikepentingan imasyarakat isecara iberkelanjutan. i i i i 

Tantangan iEtika idalam iImplementasi iAI i i i i 

Meskipun iAI imenawarkan iberbagai imanfaat ibagi ipeningkatan ikualitas ipelayanan 

ipublik, iimplementasinya ijuga imenghadapi isejumlah itantangan ietika iyang ikompleks. 

iTantangan iini imuncul ikarena ipenggunaan iAI imelibatkan ipengolahan idata, ipengambilan 

ikeputusan iotomatis, iserta iinteraksi iantara iteknologi idan imasyarakat. iMenurut iDwivedi 

iet ial. i(2021), iperkembangan iAI iyang isangat icepat isering ikali itidak idiimbangi idengan 

ikesiapan iregulasi idan ikerangka ietika iyang imemadai. iAkibatnya, iberbagai irisiko ietika 

idapat imuncul idan imemengaruhi ikualitas ipelayanan ipublik iserta ikepercayaan 

imasyarakat iterhadap ipemerintah idalam ijangka ipanjang. i i i i 
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Salah isatu itantangan iutama iadalah ibias ialgoritma i(algorithmic ibias). iBarocas idan 

iSelbst i(2016) imenjelaskan ibahwa isistem iAI ibelajar idari idata iyang itersedia isehingga 

ikualitas ikeputusan iyang idihasilkan isangat ibergantung ipada ikualitas idata itersebut. 

iApabila idata iyang idigunakan imengandung iketimpangan iatau idiskriminasi iyang ipernah 

iterjadi idi imasa ilalu, imaka iAI idapat imenghasilkan ikeputusan iyang ibias idan itidak iadil. 

iDalam ipelayanan ipublik, ikondisi iini iberpotensi imenyebabkan isebagian imasyarakat 

imemperoleh iperlakuan iyang iberbeda imeskipun imemiliki ihak iyang isama, imisalnya 

isistem iAI iyang idigunakan iuntuk imenentukan ipenerima ibantuan isosial idapat 

imenghasilkan ikeputusan iyang itidak itepat iapabila idata iyang idigunakan itidak 

imencerminkan ikondisi imasyarakat isecara imenyeluruh. i i i i 

Tantangan iberikutnya iadalah ikurangnya itransparansi idalam iproses ipengambilan 

ikeputusan iAI. iPasquale i(2015) imenyebut ifenomena iini isebagai iblack ibox, iyaitu ikondisi 

iketika iproses iyang imenghasilkan isuatu ikeputusan itidak idapat idipahami isecara ijelas 

ioleh ipengguna imaupun imasyarakat. iDalam ipelayanan ipublik, ikondisi itersebut idapat 

imenimbulkan iketidakpercayaan imasyarakat ikarena imereka itidak imengetahui ialasan idi 

ibalik ikeputusan iyang idihasilkan isistem. iKurangnya itransparansi ijuga imenyulitkan 

ipemerintah idalam imenjelaskan iatau imempertanggungjawabkan ihasil iyang idiberikan iAI 

ikepada imasyarakat, isehingga iberpotensi imenimbulkan igesekan isosial iapabila ikeputusan 

iyang idihasilkan idianggap imerugikan isebagian ipihak. iPersoalan iperlindungan idata 

ipribadi ijuga imenjadi itantangan iyang isangat ipenting. iPerkembangan iteknologi idigital 

idinilai itelah imeningkatkan irisiko ipengumpulan idan ipemanfaatan idata ipribadi isecara 

iberlebihan. iDalam ipelayanan ipublik, ipemerintah imengelola iberbagai idata isensitif iyang 

iberkaitan idengan iidentitas idan ikehidupan imasyarakat. iApabila isistem ikeamanan itidak 

imemadai, imaka iterdapat irisiko ikebocoran idata iyang idapat imerugikan imasyarakat idan 

imengurangi ikepercayaan ipublik iterhadap ipemerintah. iOleh ikarena iitu, ipenggunaan iAI 

iharus idiiringi idengan isistem iperlindungan idata iyang ikuat iserta ikepatuhan iterhadap 

iregulasi iyang iberlaku idi iIndonesia imaupun istandar iinternasional iyang irelevan. i i i i 

Tantangan ilain iyang isering imuncul iadalah imasalah iakuntabilitas. iKetika iAI 

imenghasilkan ikeputusan iyang isalah iatau imerugikan imasyarakat, isering ikali isulit 

imenentukan ipihak iyang iharus ibertanggung ijawab. iMenurut iEuropean iCommission 

i(2019), iketidakjelasan itanggung ijawab imerupakan isalah isatu ipersoalan iutama idalam 

iimplementasi iAI, isehingga ipemerintah iharus imemastikan iadanya imekanisme iyang ijelas 

iuntuk imenentukan ipihak iyang ibertanggung ijawab iapabila iterjadi ikesalahan isistem. 

iSelain iitu, iimplementasi iAI ijuga imenghadapi itantangan iberupa ikesenjangan idigital 

i(digital idivide), ikarena itidak isemua imasyarakat imemiliki ikemampuan idan iakses iyang 

isama iterhadap iteknologi idigital. iMenurut iUnited iNations i(2022), ikesenjangan idigital 

idapat imenyebabkan isebagian ikelompok imasyarakat itertinggal idalam imemperoleh 

imanfaat idari itransformasi idigital, isehingga ipemerintah iperlu imemastikan ibahwa iinovasi 

iteknologi itetap imemperhatikan iaspek iinklusivitas idan iaksesibilitas ibagi iseluruh ilapisan 

imasyarakat, itermasuk ikelompok irentan idan imasyarakat idi iwilayah iterpencil. i i i i 

Dari ihasil ianalisis itersebut, idapat idisimpulkan ibahwa itantangan ietika idalam 

iimplementasi iAI itidak ihanya iberkaitan idengan iaspek iteknis, itetapi ijuga imenyangkut 

iaspek isosial, ihukum, idan iadministrasi. iOleh ikarena iitu, idiperlukan iregulasi iyang ijelas, 

ipengawasan iyang iefektif, iserta ikomitmen ipemerintah idalam imenerapkan iprinsip-prinsip 

ietika iagar ipenggunaan iAI idapat imemberikan imanfaat iyang ioptimal ibagi imasyarakat 

isecara imenyeluruh idan iberkelanjutan. i i i i 

 i i i i 
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Perspektif iAdministrasi iNegara iterhadap iEtika iAI i i i i 

Dalam iperspektif iAdministrasi iNegara, ipenggunaan iAI iharus idipandang isebagai 

iinstrumen iyang imendukung ipencapaian itujuan ipelayanan ipublik idan ipeningkatan 

ikesejahteraan imasyarakat. iMenurut iHenry i(2018), iAdministrasi iNegara imerupakan 

iproses ipengelolaan isumber idaya ipublik idan ipelaksanaan ikebijakan ipemerintah iuntuk 

imemenuhi ikebutuhan imasyarakat isecara iefektif idan iefisien. iOleh ikarena iitu, isetiap 

iinovasi iteknologi iyang iditerapkan ipemerintah iharus iberorientasi ipada ikepentingan 

ipublik idan itidak isematamata ibertujuan imeningkatkan iefisiensi ibirokrasi ibelaka. 

iPerspektif iAdministrasi iNegara imenempatkan imasyarakat isebagai ipusat idari iseluruh 

iaktivitas ipemerintahan. iDenhardt idan iDenhardt i(2015) imelalui ikonsep iNew iPublic 

iService imenjelaskan ibahwa ipemerintah imemiliki itugas iutama iuntuk imelayani iwarga 

inegara, ibukan isekadar imengelola iorganisasi isecara iefisien. iDalam ikonteks ipenggunaan 

iAI, iprinsip itersebut imenegaskan ibahwa iteknologi iharus idigunakan iuntuk imeningkatkan 

ikualitas ipelayanan idan imemenuhi ikebutuhan imasyarakat. iAI iharus imenjadi isarana 

iuntuk imemperkuat ihubungan iantara ipemerintah idan imasyarakat, ibukan imenciptakan 

ijarak iyang ilebih ibesar iakibat idominasi iteknologi idalam iproses ipelayanan isehari-hari. i 

Penggunaan iAI ijuga iharus isejalan idengan iprinsip-prinsip igood igovernance. 

iMenurut iUNDP i(1997), itata ikelola ipemerintahan iyang ibaik iditandai ioleh iadanya 

itransparansi, iakuntabilitas, ipartisipasi, iefektivitas, iefisiensi, idan ikeadilan. iDalam 

ipelayanan ipublik, iAI idapat imembantu imewujudkan iprinsip iefektivitas idan iefisiensi 

imelalui ipercepatan iproses ipelayanan. iNamun, ipemerintah itetap iharus imemastikan 

ibahwa ipenggunaan iteknologi itidak imengabaikan iprinsip itransparansi idan iakuntabilitas, 

isebab ikeputusan iyang idihasilkan iAI iharus idapat idijelaskan ikepada imasyarakat idan 

itetap iberada idalam ipengawasan ipemerintah isebagai ipihak iyang ibertanggung ijawab 

iterhadap ipelayanan ipublik. iSelain iitu, ikonsep ipublic ivalue iyang idikemukakan ioleh 

iMoore i(1995) imenjelaskan ibahwa ikeberhasilan isuatu ikebijakan ipublik iharus idiukur 

iberdasarkan imanfaat iyang idirasakan imasyarakat. iDalam ikonteks iAI, ikeberhasilan 

iimplementasi iteknologi itidak ihanya idiukur idari ikecepatan ipelayanan iatau ipengurangan 

ibiaya ioperasional, itetapi ijuga idari isejauh imana iAI imampu imeningkatkan ikesejahteraan 

imasyarakat, imemperluas iakses ilayanan, idan imeningkatkan ikepercayaan ipublik iterhadap 

ipemerintah. iDengan idemikian, ipenggunaan iAI iharus idiarahkan iuntuk imenciptakan inilai 

ipublik iyang inyata idan iberkelanjutan ibagi iseluruh ilapisan imasyarakat. i i i i 

Dalam ikonteks iIndonesia, ipenggunaan iAI iharus idisesuaikan idengan inilai-nilai 

iPancasila isebagai idasar ipenyelenggaraan ipemerintahan. iNilai ikemanusiaan, ikeadilan, idan 

ikesejahteraan isosial iharus imenjadi ilandasan idalam isetiap ipemanfaatan iteknologi. iSila 

ikedua iPancasila imenegaskan ipentingnya ipenghormatan iterhadap imartabat imanusia, 

isedangkan isila ikelima imenekankan ikeadilan isosial ibagi iseluruh irakyat iIndonesia. iOleh 

ikarena iitu, ipemerintah iharus imemastikan ibahwa ipenggunaan iAI itidak imenimbulkan 

idiskriminasi, ipelanggaran ihak iprivasi, imaupun iketimpangan iakses ipelayanan ipublik idi 

iberbagai iwilayah iIndonesia. i i i i 

Berdasarkan iperspektif iAdministrasi iNegara, idapat idipahami ibahwa iAI imerupakan 

ialat iyang imemiliki ipotensi ibesar idalam imeningkatkan ikualitas ipelayanan ipublik. 

iNamun, ikeberhasilan ipenggunaannya isangat ibergantung ipada ikemampuan ipemerintah 

idalam imengelola iteknologi itersebut isecara ietis, itransparan, iakuntabel, idan iberorientasi 

ipada ikepentingan imasyarakat. iDengan idemikian, ipenggunaan iAI iharus iselalu 

iditempatkan idalam ikerangka itata ikelola ipemerintahan iyang ibaik idan inilainilai 

ipelayanan ipublik iagar imanfaatnya idapat idirasakan isecara iluas ioleh iseluruh imasyarakat 
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iIndonesia. iJika idicermati ilebih idalam, ipenerapan iAI idalam ipelayanan ipublik 

isesungguhnya imenuntut iadanya iperubahan iparadigma idalam iadministrasi inegara, idari 

ipola ipemerintahan iyang ibersifat ihierarkis idan iprosedural imenuju itata ikelola iyang ilebih 

iadaptif iterhadap iteknologi. iAdministrasi iNegara itidak ilagi icukup iberperan isebagai 

ipelaksana ikebijakan isemata, itetapi ijuga iharus imenjadi ipengawal ietika i(ethical 

igatekeeper) iyang imemastikan isetiap isistem iAI iyang idigunakan ipemerintah itetap 

iberpijak ipada inilainilai ipelayanan ipublik. iPeran iini imenjadi isemakin ipenting ikarena 

ikeputusan iyang idihasilkan ioleh ialgoritma idapat imemengaruhi ikehidupan imasyarakat 

isecara ilangsung, isehingga idibutuhkan ikerangka ikelembagaan iyang imampu 

imenerjemahkan iprinsip ietika imenjadi iprosedur ikerja iyang ikonkret, ibukan isekadar 

iwacana inormatif idi iatas ikertas. i i i i 

Salah isatu ilangkah istrategis iyang idapat iditempuh iadalah ipenguatan iregulasi idan 

ikebijakan iteknis iyang isecara ikhusus imengatur ipenggunaan iAI idalam isektor ipublik, 

itermasuk ipedoman ietika, istandar iaudit ialgoritma, iserta imekanisme isertifikasi isistem 

isebelum idiimplementasikan isecara iluas. iTanpa iadanya iregulasi iyang ispesifik, iprinsip-

prinsip ietika iyang itelah idirumuskan isecara ikonseptual icenderung isulit iditerapkan isecara 

ikonsisten idi ilapangan. iPemerintah iperlu imembangun ilembaga iatau iunit ipengawas 

iindependen iyang ibertugas imemantau ikepatuhan iinstansi iterhadap iprinsip itransparansi, 

iakuntabilitas, idan ikeadilan idalam ipenggunaan iAI, isekaligus imenjadi isaluran ibagi 

imasyarakat iuntuk imenyampaikan ikeberatan iapabila imerasa idirugikan ioleh ikeputusan 

iyang idihasilkan isistem iotomatis. i iSelain iaspek iregulasi, ipenguatan ikapasitas isumber 

idaya imanusia iaparatur isipil inegara ijuga imenjadi ifaktor ipenentu ikeberhasilan 

iimplementasi iAI iyang ietis. iBanyak ipegawai ipemerintah ibelum imemiliki ipemahaman 

iteknis iyang imemadai imengenai icara ikerja ialgoritma, isehingga isulit ibagi imereka iuntuk 

imengevaluasi isecara ikritis iapakah isuatu isistem iAI imenghasilkan ikeputusan iyang iadil 

iatau ijustru iberpotensi ibias. iOleh ikarena iitu, ipelatihan iliterasi idigital idan ietika 

iteknologi iperlu imenjadi ibagian iintegral idari ipengembangan ikompetensi iaparatur, iagar 

ipemerintah itidak ihanya iberperan isebagai ipengguna ipasif iteknologi, itetapi imampu 

ibersikap ikritis idan ireflektif idalam imengawasi ijalannya isistem iyang imereka iterapkan 

isehari-hari. i i i i 

Partisipasi imasyarakat ijuga imemiliki iperan ikrusial idalam imemastikan 

iakuntabilitas ipenggunaan iAI idi isektor ipublik. iSebagai ipihak iyang ipaling iterdampak ioleh 

ikeputusan ilayanan ipublik, imasyarakat iberhak idilibatkan idalam iproses iperumusan 

ikebijakan iterkait idigitalisasi ipelayanan, ibaik imelalui iforum ikonsultasi ipublik, iuji icoba 

iterbatas, imaupun ipenyediaan ikanal ipengaduan iyang imudah idiakses. iKeterlibatan 

imasyarakat iini isejalan idengan iprinsip ipartisipasi idalam iteori iGood iGovernance, iyang 

imenegaskan ibahwa ilegitimasi isebuah ikebijakan itidak ihanya iditentukan ioleh 

ikeberhasilan iteknisnya, itetapi ijuga ioleh isejauh imana iproses ipengambilan ikeputusan 

itersebut ibersifat iterbuka idan imelibatkan isuara iwarga inegara isecara iaktif. iSecara 

ikeseluruhan, ianalisis iini imenegaskan ibahwa ikeberhasilan ipenggunaan iAI idalam 

ipelayanan ipublik itidak idapat idilepaskan idari isinergi iantara iregulasi iyang ikuat, 

ikapasitas iaparatur iyang imemadai, ipengawasan ikelembagaan iyang iindependen, iserta 

iketerlibatan iaktif imasyarakat. iKeempat iunsur itersebut isaling imelengkapi idalam 

imewujudkan itata ikelola iAI iyang ietis idan iakuntabel. iApabila isalah isatu iunsur itersebut 

ilemah, imaka irisiko ipenyalahgunaan iteknologi, iketidakadilan ialgoritma, idan ihilangnya 

ikepercayaan ipublik iakan itetap imenjadi iancaman inyata. iOleh isebab iitu, iperspektif 

iAdministrasi iNegara iperlu iterus idikembangkan isecara iadaptif iagar imampu imenjawab 
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idinamika iperkembangan iteknologi itanpa imengorbankan inilainilai ietika idan ikepentingan 

imasyarakat isebagai itujuan iakhir ipenyelenggaraan ipemerintahan. i i i i 

Dimensi ilain iyang itidak ikalah ipenting iadalah ikesiapan ikelembagaan idalam 

imenghadapi iperkembangan iteknologi iAI igeneratif iyang isemakin ipesat. iKehadiran 

iteknologi iAI igeneratif imembuka ipeluang ibaru ibagi ipelayanan ipublik, inamun isekaligus 

imenghadirkan irisiko ietika iyang ilebih ikompleks, iseperti ipotensi ipenyalahgunaan 

iinformasi imaupun iketergantungan iberlebihan ipada isistem iotomatis idalam ipengambilan 

ikeputusan. iAdministrasi iNegara idituntut iuntuk iterus imemutakhirkan ikerangka ietika idan 

iregulasi iagar itetap irelevan idengan iperkembangan iteknologi itersebut, itanpa ikehilangan 

iorientasi ipada iperlindungan ihak idan ikepentingan imasyarakat. iDengan idemikian, itata 

ikelola iAI iyang ietis ibukan imerupakan ikondisi iyang istatis, imelainkan iproses iyang iharus 

iterus idisesuaikan iseiring idengan iperubahan ilanskap iteknologi idan ikebutuhan 

imasyarakat. i i i i 

 i i i i 

SIMPULAN i i i i 

Perkembangan iArtificial iIntelligence i(AI) itelah imembawa iperubahan iyang 

isignifikan idalam ipenyelenggaraan ipelayanan ipublik idengan imeningkatkan iefektivitas, 

iefisiensi, ikecepatan, idan ikualitas ilayanan iyang idiberikan ikepada imasyarakat. 

iPemanfaatan iAI imemungkinkan ipemerintah imengotomatisasi iberbagai iproses 

iadministratif, imengelola idata idalam ijumlah ibesar, iserta imendukung ipengambilan 

ikeputusan iyang ilebih itepat idan iberbasis idata. iDari iperspektif iAdministrasi iNegara, 

ipenggunaan iAI itidak ihanya iberfungsi isebagai iinstrumen imodernisasi ibirokrasi, itetapi 

ijuga isebagai isarana iuntuk imenciptakan inilai ipublik i(public ivalue) iyang imampu 

imeningkatkan ikesejahteraan imasyarakat idan ikualitas itata ikelola ipemerintahan isecara 

imenyeluruh. iMeskipun idemikian, iimplementasi iAI idalam ipelayanan ipublik iharus 

idilandasi ioleh iprinsip-prinsip ietika iyang ikuat, iseperti itransparansi, iakuntabilitas, 

ikeadilan, iperlindungan iprivasi, ikeamanan idata, iserta ipengawasan imanusia. iPrinsip-

prinsip itersebut ipenting iuntuk imemastikan ibahwa ipenggunaan iAI itetap imenghormati 

ihak-hak imasyarakat idan itidak imenimbulkan idampak inegatif idalam iproses ipelayanan 

ipublik, isekaligus imembangun ikepercayaan imasyarakat iterhadap ipemerintah idi iera 

idigital iyang iterus iberkembang. iDi isisi ilain, iimplementasi iAI imasih imenghadapi iberbagai 

itantangan ietika, iseperti ibias ialgoritma, ikurangnya itransparansi idalam iproses 

ipengambilan ikeputusan, irisiko ipelanggaran iprivasi idata, iketidakjelasan iakuntabilitas, 

iserta ikesenjangan idigital idi imasyarakat. iBerbagai itantangan itersebut imenunjukkan 

ibahwa ikeberhasilan ipenggunaan iAI itidak ihanya ibergantung ipada ikecanggihan iteknologi, 

itetapi ijuga ipada ikesiapan iregulasi, itata ikelola, idan ipengawasan iyang imemadai. i i i i 

Berdasarkan iperspektif iAdministrasi iNegara, ipenggunaan iAI iharus isejalan idengan 

iprinsipprinsip igood igovernance iyang imeliputi itransparansi, iakuntabilitas, iefektivitas, 

iefisiensi, ipartisipasi, idan ikeadilan. iSelain iitu, idalam ikonteks iIndonesia, ipenerapan iAI 

ijuga iharus iberlandaskan inilai-nilai iPancasila iyang imenjunjung itinggi ikemanusiaan, 

ikeadilan isosial, idan ikesejahteraan imasyarakat. iDengan idemikian, iAI idapat imenjadi 

iinstrumen iyang imendukung iterciptanya ipelayanan ipublik iyang imodern, iresponsif, idan 

iberkualitas, itanpa imengabaikan inilainilai ietika iserta ikepentingan imasyarakat isebagai 

itujuan iutama ipenyelenggaraan iadministrasi inegara. i i i i 

 i i i 
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